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This study aims to examine the reality of the practice of customary divorce 
in Tawun hamlet, Lombok. As well as explaining the forms of customary 
divorce of the Tawun Hamlet community, in terms of sociological law. This 
research is a type of field research using a qualitative approach. Primary 
data and secondary data were collected by means of observation, direct 
interviews and documentation. To study further, the author uses the theory 
of the legal system from three elements, namely legal substance, legal 
structure, and legal culture. The results showed that the occurrence of 
customary divorce in Tawun Hamlet is a common thing and is not legally 
disputed by the court. Government officials from elements of village heads, 
hamlet heads and marriage registrar officers who contribute to customary 
divorce who participate in administering administrative services, clearly 
contradict the laws and regulations regarding marriage itself. In addition, 
people's understanding of divorce continues to be dominated by classical 
Islamic law and is textual, patriarchal, making the position of women not 
seen as important because divorce is understood only as a male right. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji realitas praktik perceraian adat 
di Dusun Tawun, Lombok. Serta menjelaskan bentuk-bentuk perceraian 
adat masyarakat Dusun Tawun, ditinjau dari hukum sosiologi. Penelitian 
ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Pengumpulan data primer dan data skunder dilakukan dengan 
cara observasi, wawancara langsung dan dokumentasi. Untuk mengkaji 
lebih jauh, penulis menggunakan teori sistem hukum dari tiga elemen yaitu 
subtansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terjadinya perceraian adat di Dusun Tawun 
merupakan hal yang biasa dan tidak dipermasalahkan secara hukum 
pengadilan. Aparat pemerintah dari unsur kepala desa, kepala dusun dan 
petugas pencatat nikah yang ikut berkontribusi terhadap perceraian adat 
yang ikut menyelenggarakan layanan administrasi, jelas bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan itu sendiri. 
Selain itu pemahaman masyarakat tentang talak terus didominasi hukum 
Islam klasik dan bersifat tekstual, patriarkhis, membuat posisi wanita 
tidak dipandang penting, karena talak dipahami hanya sebagai hak laki-
laki saja. 
Kata Kunci: Perceraian Adat, Suami, Istri, Hukum. 
 
PENDAHULUAN 
Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
perceraian adalah putusnya perkawinan. Jadi perceraian yaitu putusnya 
ikatan lahir batin yang terjadi antara suami dan istri, sehingga 
mengakibatkan hubungan keluarga, suami istri berakhir, dan mengatur 
bahwa perceraian harus dilaksanakan di muka pengadilan dan didahului 
oleh upaya perdamaian. Proses urgensi dalam pengadilan perceraian 
adalah untuk mendudukkan kedua belah pihak secara setara, dengan 
memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam 
proses perceraian, sehingga setiap perceraian dapat dilakukan dengan 
adil dan hak masing-masing pihak dapat terpenuhi. Salah satu kemajuan 
bagi kaum perempuan karena dianggap dapat memberikan 
perlindungan dari resiko kesewenang-wenangan suami.1  
                                                 
1 Ari Sunarijati, Pekerja Wanita, Peran Ganda dan Persamaan Hak (Jakarta: 
Lembaga Wanita, Remaja dan Anak, DPP-SPSI dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 
1995), 58. 
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Pendapat ini berdasarkan pada pengalaman empiris kaum 
perempuan sebelumnya yang rentan diceraikan secara sewenang-
wenang melalui pernyataan sepihak oleh suami (adat), tanpa kontrol 
lembaga hukum.2 Melihat dari sisi lain, istri yang bermaksud bercerai 
dari suaminya harus mengalami berbagai kesulitan yang cukup berat 
karena perempuan dianggap tidak memiliki hak menceraikan. Sering kali 
dampak yang ditimbulkan secara hukum masih berstatus sebagai istri 
yang pada kenyataannya tidak lagi mendapatkan hak sekaligus tidak 
dapat melaksakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri.3 
Praktik perceraian adat ini banyak terjadi dan dialami oleh 
perempuan-perempuan muslim, karena perceraian yang dipraktikkan 
berdasarkan konsep talak yang termuat dalam kitab-kitab klasik. Dalam 
kitab ini talak dikonsepsikan sebagai hak penuh suami yang dapat 
digunakan secara sepihak, sehingga istri tidak memiliki kesempatan 
untuk membela dirinya. Walupun itu dibawa ke pengadilan, yang mana 
hanya suami yang akan dipanggil untuk menyampaikan maksudnya. 
Dari pengalaman tersebut, undang-undang perkawinan dapat dikatakan 
membawa misi perubahan untuk penghapusan perceraian sepihak 
melalui adat, sekaligus mempromosikan hak perempuan untuk 
menggugat cerai, sehingga keduanya memiliki hak yang sama dalam 
proses pemutusan.4 
Dalam banyak kasus, peraktik perceraian adat pada masyarakat 
Sasak di Lombok dan khususnya di Dusun Tawun, menurut beberapa 
informasi yang kredibel dan penelitian ilmiah menyebutkan bahwa, 
hingga dewasa ini masih banyak perkawinan masyarakat Sasak yang 
berakhir dengan pernyataan talak tanpa proses pengadilan. Para peneliti 
dan media menyebut bahwa perceraian adat yang terjadi dipraktikkan 
dalam intensitas yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan stereotipe 
bahwa di Dusun Tawun lekat dengan tradisi kawin cerai. Pada umumnya 
laki-laki yang menceriakan istrinya kemudian menikah dengan orang 
lain.  
                                                 
2 Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 83. 
3 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 400. 
4 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan 
di Indonesai, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), 17. 
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Artikel ini bertujuan untuk mengungkap alasan masyarakat 
Sasak di Dusun Tawun ini masih mempraktikkan perceraian melalui 
adat dan mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan masih 
banyaknya perceraian adat. Analisis dalam artikel menggunakan teori 
sistem hukum (the theory of legal system) yang dicetuskan oleh Lawrence M. 
Friedmann, seorang ahli hukum dari University of Wisconsin Law Scholl, 
Amerika Serikat. Teori ini menyatakan bahwa suatu sistem hukum 
dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks 
dimana struktur (structure), subtansi (subtance), dan kultur (culture) 




Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan ilmu sosial, khususnya sosiologi hukum. Pendekatan 
sosiologi hukum digunakan untuk mengungkapkan faktor-faktor yang 
berkontribusi terhadap banyaknya praktik perceraian adat tersebut. Di 
samping juga memaparkan fenomena praktik perceraian adat di masa 
pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan di Lombok Barat Dusun 
Tawun Kecamatan Sekotong, dengan perimbangan bahwa terdapat 
praktik perceraian adat yang masih berlaku di dusun ini. Masyarakatnya 
juga relatif terbuka sehingga pengumpulan data dapat berjalan lancar. 
Data penelitian diambil secara langsung dari subjek penelitian dengan 
teknik wawancara online. Wawancara dilakukan antara peneliti dengan 
lima responden dan beberapa narasumber. Responden adalah sebutan 
untuk subjek penelitian yang memiliki pengalaman perceraian secara 
pribadi, sedangkan narasumber adalah orang yang tidak mengalami 
perceraian, namun memiliki pengetahuan atau wewenang yang 
berkaitan dengan perceraian. Narasumber terdiri dari kepala dusun dan 
tokoh-tokoh agama. Adapun tekhnik studi dokumen dilakukan dengan 
cara menelaah sumber data berupa dokumen-dokumen yang tersedia, 
meliputi peraturan perundang-undangan, data statistik, buku, jurnal, 
laporan penelitian, media massa, dan kemudian mengambil bagian-
bagian yang relevan dengan kebutuhan penelitian.6 
                                                 
5 Lawrence M. Fiendman, The Legal System: A Social Science Perspective (T.t.p: 
Russel Sage Foundation, 1975), 1. 
6 Ida Farida, “Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif”, Jurnal Sains dan 
Inovasi, Vol. 1, No. 6, (Tahun 2010), 156.  
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PEMBAHASAN 
Setiap keluarga pasti menginginkan jalinan yang harmonis dan 
utuh. Tetapi, dalam kenyataannya perceraian selalu saja banyak terjadi. 
Hakikatnya perceraian yaitu berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua 
pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa 
meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, setiap 
pasangan harus memikirkan bagaimana membagi harta yang mereka 
peroleh selama pernikahan. Demikian juga dengan bagaimana mereka 
menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak 
negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan 
pasangan itu dapat diminta maju ke pengadilan.  
Menurut Pasal 38 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
yang sudah disebutkan di atas bahwa perkawinan dapat putus karena 
kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan yang diatur dalam 
perundang-undangan sendiri; Pasal 40, Gugatan perceraian diajukan 
kepada pengadilan; Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) 
Pasal ini diatur dalam perundang-undangan. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa yang dimaksud perceraian di atas adalah putusnya ikatan 
perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 
dan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap 
berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.  
Fenomena Perceraian Adat Pada Masyarakat Sasak di Dusun 
Tawun Kecamatan Sekotong 
Praktik perceraian adat dalam penelitian ini, menunjuk pada 
perbuatan menceraikan yang dilakukan secara langsung melalui 
pernyataan talak, tanpa melibatkan lembaga yang memiliki wewenang 
mengontrol perceraian, yakni pengadilan. Ada dua kriteria yang bisa 
dikatakan perceraian adat dalam penelitian ini. Pertama, keputusan 
bercerai diambil sendiri oleh suami dengan alasan kepentingan subyektif 
suami dan dinyatakan sendiri oleh suami. Artinya, pengambilan 
keputusan tidak selalu didasarkan pada alasan-alasan yang secara sah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, pernyataan cerai 
diungkapkan oleh suami tanpa izin hakim dan tanpa melalui proses 
peradilan. 7 
                                                 
7 Ada 6 keadaan yang disahkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai 
alasan yang sah unntuk bercerai, salah satu pihak melakukan zina, pemabuk, pemadat, 
mendapat hukuman penjara minimal 5 tahun, melakukan kekejaman terhadap pihak 
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Bedasarkan hasil wawancara dengan para responden dan 
narasumber, praktik perceraian adat ini cukup lazim dan sering 
digunakan di Lombok Sasak, apalagi di dusun Tawun. Perceraian 
menggunakan adat ini berarti cerai talak secara halus atau langsung dari 
pihak suami yang berarti memutuskan perkawinan. Kelaziman 
perceraian adat yang terjadi tidak dapat dilepaskan dengan kebiasan 
orang Lombok pada umumnya yang ingin menikah lagi setelah bercerai. 
Sehingga terkenal dengan stereotipe sebagai pulau yang penduduknya 
sering terjadinya kawin cerai. Istilah kawin cerai seperti yang 
diungkapkan oleh responden di Dusun Tawun, mengartikan bahwa 
kawin cerai ini lazim dengan perceraian adat dengan mengucapkan talak 
langsung dari suaminya dan menikah lagi. Inilah yang sering 
dipraktikkan oleh masyarakat Sasak Lombok dan di Dusun Tawun. 
Stereotipe sejenis yang disematkan terkait dengan praktik kawin cerai yang 
terjadi pada masyarakat Lombok disebut sebagai pulau janda.  Ini 
dikarenakan tingginya jumlah janda akibat perceraian adat di Lombok, 
baik perceraian sepihak maupun perceraian melalui proses peradilan.8 
 Memang belum ada statistik yang pasti terkait berapa persisnya 
kasus perceraian adat yang ada di DusunTawun. Hanya saja, yang biasa 
diucapkan oleh responden di dusun Tawun ini adalah, bahwa mereka 
telah diceraikan lebih dari satu kali. Dari sikap responden ini, 
menunjukkan bahwa perceraian adat ini adalah peristiwa yang normal 
dan biasa menurut mereka. Hal ini terlihat dari ekspresi sebagian besar 
responden perempuan ketika menceritakan pengalamannya diceraikan 
yang menunjukkan sikap percaya diri, bahkan adakalanya sambil 
tersenyum. 9 Responden lain dari pihak laki-laki yang mengaku pernah 
menceraikan istrinya secara adat menuturkan pengalamannya. Dia 
mengatakan bahwa dia menceraikan istrinya karena beberapa alasan, 
salah satunya karena ekonomi, apalagi di masa pandemi mencari 
pekerjaan itu sangat sulit. “Perceraian adat yang digunakan memang 
sudah menjadi kebiasaan di desa kami”, tuturnya.  
 
                                                 
lain, 2 tahun berturut-turut pergi meninggalkan pihak lain, perselisihan terus menerus 
dan mendapat cacat padam yang menghalangi pemenuhan kewajiban. 
8 Farida ariany, “Tradisi Kawin Cerai pada Masyarakat adat Suku Sasak 
Lombok serta Akibat Hukum yang ditimbulkannya”, dalam Jurnal Sangkareang, Vol. 
11, No. 4, Tahun 2016, 26. 
9 Wawancara dengan Santi pada tanggal 24 November 2020. 
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Bentuk-Bentuk Perceraian Adat Masyarakat Sasak 
Penelitian ini menemukan empat bentuk perceraian adat, yaitu: 
1) suami lagsung menyatakan talak dihadapan istri; 2) suami menyatakan 
talak melalui perantaraan orang lain; 3) suami menyatakan talak melalui 
perantaraan alat komunikasi; dan 4) suami menyatakan talak di hadapan 
tokoh lokal yang dianggap memiliki otoritas tinggi dalam bidang 
perceraian, yaitu tokoh agama. 
1. Suami Langsung Menyatakan Talak Dihadapan Istri 
Perceraian adat ini langsung disampaikan oleh suami kepada 
istrinya dengan kalimat menjatuhkan talak. Ada juga reaksi atas situasi 
yang memicu suami menyatakan cerai sehingga tidak memakai kalimat 
yang sistematis. Perdebatan antara suami dan istri tidak jarang berujung 
pada terucapnya talak. Salah satu responden di Dusun Tawun yang kami 
tanyakan tentang suaminya yang mentalak dia secara langsung, dia 
menuturkan bahwa:  
“Ketika saya sedang memasak, suami saya baru pulang kerja. Dia 
meminta saya untuk menyediakan makanan, mantan suami saya 
sangat kelaparan. Tapi karena saya baru saja masak, akhirnya dia 
menunggu, hingga akhirnya sup yang saya buat siap disajikan. 
Setelah bawa makanan itu beserta nasi dan lauknya dan kami 
menikamati hidangannya, tiba-tiba setelah selesai makan, dia 
bilang “aku talak kamu mulai sekarang”. Saya kira suami saya 
bercanda, ternyata betul saya diceraikan”.10 
Secara redaksional, pernyataan talak secara langsung di atas 
adakalanya diucapkan scara lugas dengan menggunakan kalimat yang 
berarti cerai. Adakalanya juga disamarkan dengan kalimat lain. Contoh 
kalimat samar ini seperti “Pulanglah kamu” atau “Kemasi barang-
barangmu”. Namun banyak istri kurang memahami, kalau itu 
sebenarnya sebagai pernyataan cerai, baik pernyataan cerai yang lugas 
maupun tersamar, oleh masyarakat Sasak di Dusun Tawun dan otoritas 
setempat diakui sebagai perceraian yang sah. 
2. Suami Menyatakan Talak Melalui Perantara Orang Lain 
Praktik perceraian adat yang juga terjadi di Dusun Tawun ialah 
dengan menyatakan cerai di hadapan orang lain atau keluarga. 
Kemudian orang tersebut memberitahukan kepada pihak istri bahwa ia 
telah dicerai oleh suaminya. Seorang responden menceritakan bahwa ia 
                                                 
10 Wawancara dengan Ida pada tanggal 24 November 20120. 
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tidak pernah mendegar sendiri pernyataan kalau dirinya ditalak, tetapi 
seorang kakak ipar yang memberitahunya. Dalam pernyataannya 
mengungkapkan bahwa: 
“selama pandemi Covid-19 tiga bulan yang lalu sampai sekarang, 
saya belum mendengar secara langsung dari mantan suami saya 
kalau dia mentalak saya. Tetapi saya malah mendegar dari kakak 
ipar yaitu adek dari suami saya. Tapi mau gimana lagi sudah 
nasib kayak gini, gak mungkin saya mintak rujuk. Katanya, 
alasannya dia menceraikan saya karena susah melihat saya jarang 
diberikan uang, itu kata kakak ipar saya”.11 
Perceraian dalam bentuk ini, yang diperlukan sebagai syarat sah 
talak hanyalah suami dan ucapan talak serta satu orang saksi yang 
mendegar pernyataan tersebut. Menurut responden, seharusnya kriteria 
orang yang dapat diterima persaksiannya adalah dua oang laki-laki yang 
dewasa. Dalam hal ini keberadaan istri sebagai pihak yang ditalak juga 
dapat diabaikan, sehingga lazim terjadi seorang istri yang mengetahui 
dirinya dicerai suaminya. 
Responden lain, juga di Dusun Tawun, mempunyai pengalaman 
yang serupa selama Covid-19 6 bulan yang lalu.  Perceraian dengan 
suami tidak dia dengar langsung dari suaminya, melainkan dari 
mertuanya yang datang ke rumah orang tuanya, setelah dia meminta izin 
kepada suaminya untuk tinggal 1 minggu. Menurutnya, pemahaman 
kebanyakan perempuan di Desa Tawun, mengakui bahwa, 
pemberitahuan telah dicerai yang sampaikan oleh orang lain maupun 
mertuanya sudah menganggap kalau suaminya benar telah 
menceraikannya. Pemberitahuan seperti ini sudah cukup sebagai kode, 
untuk segera pergi meninggalkan rumah suaminya. Padahal 
kepulangannya waktu itu tidak diniatkan bercerai, melainkan 
menghindari permasalahan yang belum selesai, tetapi menyelesaikan 
dengan cara menenangkan diri ke rumah orang tua perempuan. Dia 
menyatakan, “mantan suami saya tidak mengucapkan langsung cerai 
pada saya tetapi mertua yang mengatakan itu”.12 
3. Suami Menyatakan Talak Melalui Alat Komunikasi 
Perceraian talak seperti ini dinyatakan oleh suami dari jarak jauh 
melaui alat komunikasi telepon. Ditemukan dua cara yang biasa 
                                                 
11 Wawancara dengan Anti pada tanggal 24 November 2020. 
12 Wawancara dengan Muslimah pada tanggal 24 November 2020. 
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dilakukan oleh masyarakat Dusun Tawun dalam menyatakan talak, yaitu 
kepada istri atau kepada orang lain. Di Dusun Tawun ini, apabila suami 
menelpon dengan tujuan untu mentalak istrinya, maka istri biasanya 
segera melapor kepada keluarganya dulu, lalu kepala dusun dan tokoh 
agama (kiyai). Merekalah yang akan mengklarifikasi ucapan talak sang 
suami lewat telepon yang disaksikan oleh pihak keluarga suami. Apabila 
suami membenarkan mentalak istrinya tersebut, maka kepala dusun dan 
tokoh agama membenarkan dan dianggap sebagai saksi perceraian. 
Demikian juga apabila suami menyatakan talak melalui perantara orang 
lain bahwa ia telah menceraikan istrinya, maka atas laporan istri dan 
orang yang mendengar itu, kepala dusun dan tokoh agama (kiyai) akan 
langsung meminta klarifikasi kepada pihak suami. Klarifikasi seperti ini 
dianggap penting untuk memastikan bahwa, suara dan orang yang 
menelpon adalah benar suaminya yang bermaksud menyatakan talak 
kepada istrinya. Seperti pernyataan narasumber di bawah ini 
“salah satu perempuan yang diceraikan melaui telepon 
mengungkapkan bahwa suaminya bekerja di Malaysia, tiba-tiba 
saja suami meminta cerai keapada dirinya. Terkejut bukan main 
karena sebelumnya tidak ada pembicaraan yang mengarah 
kepada perceraian apalagi suaminya memang jarang menelpon 
dan tidak memiliki masalah yang serius yang akan berujung pada 
perceraian”13. 
Setelah bertanya kepada responden dari ayah laki-laki, perihal 
mempertanyakan anaknya yang menceraiakan istrinya melaui telepon, 
dia mengatakan “ketika sumainya menelpon istrinya sedang di mana, 
istrinya menjawab sedang di rumah yang satu atap dengan mertuanya. 
Tetapi suaminya curiga, lalu bertanya lagi pada orangtuanya (bapaknya). 
Saya katakan kalau sebenarnya istrinya sudah beberapa hari ini tidak di 
rumah melainkan ada di rumah orangtuanya perempuan”. Hal inilah 
yang memicu kemarahan si suami, sehingga ia menelpon istrinya lagi 
dan langsung menyatakan talak. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, 
dia mendapat telpon dari ayah istrinya yang mempertanyakan perihal 
talaknya. Setelah ia menjelaskan bahwa memang benar dia telah 
menyatakan talak, maka perceraian mereka dianggap benar-benar telah 
terjadi dan sah secara perceraian adat. Di masyarakat Sasak Dusun 
Tawun, ini sebagaimana disebutkan, memang intensitas percerainnya 
                                                 
13 Wawancara dengan Fika pada tanggal 24 November 2020 
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lebih tinggi menggunakan adat. Pernyataan talak melalui telepon tidak 
langsung dilaporkan kepada kepala dusun atau tokoh agama, melainkan 
diterima sebagai kabar biasa yang dapat direspon di belakangan. 
4. Suami Menyatakan Talak di Hadapan Tokoh Lokal: Kepala Dusun 
dan Tokoh Agama (Kiai) 
Bagi orang Lombok Masyarakat Sasak pada umumnya, bentuk 
pernyataan cerai dilakukan dihadapan kepala dusun dan tokoh agama 
yang memiliki otoritas dalam pemerintahan dan atau keagamaan. Kepala 
dusun adalah tokoh masyarakat, tokoh sekaligus aparat pemerintah 
terdekat yang dapat diakses.14 Karena perceraian merupakan masalah 
yang dianggap berkaitan erat dengan agama, pada umumnya kepala 
dusun merasa perlu melibatkan tokoh agama selaku representasi tokoh 
agama. Adakalanya, kedua okoh ini terlebih dahulu meneyelnggarakan 
permusyawaratan dengan suami dan istri beserta keluarga masing-
masing dan suami bersikeras menceraikan. Maka kedua tokoh ini 
bertindak sebagai saksi perceraian15. 
Berbagai varian lain dari pernyataan cerai talak menggunakan 
adat di Dusun Tawun adalah, pihak laki-laki sengaja mendatangi kepala 
dusun atau tokoh agama guna menyatakan talak. Dalam hal ini, 
pernyataan cerai tersebut bukan merupakan tindak lanjut dari forum 
permusyawaratan, melainkan merupkan inisiatif dari suami sendiri. Dari 
seorang responden menyatakan, bahwa dia diceraikan oleh suaminya 
setelah kepala dusun dan para saksi datang kerumahnya untuk 
memberitahukan bahwa dia diceraikan. Perceraian dengan pola ini 
diakui sebagai perceraian adat yang bisa menjadi legitimasi hukum di 
masyarakat.  
“saya diceraikan oleh suami saya sudah 4 bulan, dan dia 
menceraikan/mentalak saya di rumah Kadus. Kadus datang 
beserta 2 saksi ke rumah saya untuk memberitahukan kalau saya 
diceraikan oleh suami saya. Semenjak itu saya langsung 
membawa barang-barang saya dan membawa anak saya. Sampai 
sekarang saya belum ketemu dengan suami saya atau dia juga 
tidak pernah meminta rujuk, dan belum melihat ataupun 
menjeguk anaknya”.16 
                                                 
14 Wawancara dengan Saleh (Kadus Dusun Tawun) pada tanggal 24 November 
2020. 
15 Ibid.,24 November 2020. 
16 Wawancara dengan Anis pada tanggal 24 November 2020. 
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Keterlibatan para tokoh yang mempunyai otoritas resmi dalam 
bidang pemerintahan dan keagamaan tersebut dengan konsepsi hukum 
adat dalam keseluruhan yang di dalamnya ada aturan dan terdapat 
putusan fungsioanlisme hukum yang di dalamnya terlaksana dan ditaati 
dengan sepenuh hati.17 Yang mempunyai arti bahwa, perceraian adat ini 
dibenarkan oleh otoritas masyarakat setempat yang dapat dikategorikan 
dalam hukum adat Sasak. Meskipun secara normatif tidak ditemukan 
rumusan yang baku tentang hukum perceraian18. Dari keempat 
perceraian adat yang terjadi di atas, menunjukkan bahwa perceraian yang 
diakui keabsahannya oleh masyarakat Sasak Dusun Tawun ini harus 
mempunyai dua unsur, yaitu pernyataan talak dari pihak suami diikuti 
dengan satu orang saksi atau lebih. Dan semua istri yang memiliki 
pemahaman bahwa perkawinannya secara serta merta telah berakhir. 
Dari semua pengalaman yang diceritakan oleh responden, 
bahwa tidak lama setelah mereka ditalak mereka langsung meninggalkan 
rumah suaminya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Berdasarkan dari 
hasil wawancara responden, jarak antara pengucapan talak dengan 
kepulangan perempuan untuk kembali ke rumahnya berkisar antara satu 
jam hingga satu malam. Pada umumnya mereka membutuhkan waktu 
untuk mengemasi barang pribadinya yang akan dibawa pulang, dan jika 
perceraian di malam hari adakalanya kepulangannya ditunda hingga esok 
hari. Namun ada juga yang pulang malam itu juga. 
Praktik Perceraian Adat Ditinjau dari Sosiologi Hukum 
Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menyampaikan 
sebuah Teori Hukum (the Theory of Legal System) di mana terdapat tiga 
elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (structure), 
Subtansi (Subtance), dan Budaya (Culture). Sturktur Hukum menurut 
Friedman adalah kerangka kerangkanya, sebuah bentuk permanen, dan 
instiusional dari sistem. Sedangkan subtansi hukum yaitu aturan 
subtantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berprilaku. Sedangkan 
                                                 
17 Dewi Sulastri, Pengantar Hukum Adat, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 28. 
18 Banyak narasumber yang dapat menjelaskan dengan rinci norma-norma 
hukum adat Sasak tentang perkawinan. Norma-norma tersebut disosialisasikan dalam 
beragai acara dan juga telah dipraktikkan oleh masyarakat. Namun ketika dimintai 
keterangan tentang norma adat perceraian kebanyakan mengatakan tidak ada rumusan 
baku yang tersosialisasi secara sistematis. Keterangan tentang norma hukum adat 
perceraian ini lebih banyak ditemukan dalam oraktik yang terus berulang-ulang sampai 
sekarang. 
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budaya hukum yaitu elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilakau 
bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau 
benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum 
adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berfikir yang membelokkan 
kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.19 
Merujuk pada teori sistem hukum Friedmann, penyebab masih 
berlangsungnya perceraian adat di Masyarakat Sasak khususnya Dusun 
Tawun yang mana penelitian ini dikategorikan dalam tiga elemen, yakni 
subtansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Penyebab yang 
berasal dari subtansi hukum menurut penulis adalah belum lengkapnya 
pengaturan tentang talak dalam peraturan perundang-undangan. 
Undang-undang perkawinan dan perundang-undangan lain juga tidak 
mengatur apa akibat hukum jika suami menceraikan istrinya secara adat. 
Maka, menjadi tidak jelas apa hak dari istri yang timbul apabila suami 
menyatakan cerai secara sepihak, dengan kata lain apa kewajiban yang 
harus dan dapat dituntut oleh istri?  
Dalam Undang-Undang perkawinan sudah jelas mengatur 
tentang perceraian, di mana perceraian hanya dapat dilakukan di depan 
sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengaturan yang 
bersifat mengingkari keabsahan perceraian di luar pengadilan, maka 
hukum menganggap perceraian itu tidak pernah terjadi. Lebih dari itu, 
peraturan perundang-undangan belum mengaturnya. 
Beberapa negara yang menjadi perbandingan yang penduduknya 
sebagian besar agama Islam yang memberlakukan ketentuan bahwa 
perceraian sepihak tidak diakui, juga memberlakukan ketentuan tentang 
sanksi perdata dan atau saksi pidana terhdap suami yang meceraikan 
istrinya secara sepihak. Negara Mesir yang menjadi contoh utama di 
mana dalam Undang-undangnya Nomor 100 Tahun 1985 
memberlakukan ketentuan bahwa istri sah yang diceraikan tanpa 
persetujuan dan tanpa alasan yang jelas dan sah berhak mendapatkan 
                                                 
19 Priyo Hutomo, “Persspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan 
Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer”, Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, 
Vol. 1, No. 1 (Maret 2021), 52. 
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dispensai sejumlah uang setara dengan biaya nafkah selama dua tahun, 
di samping juga berhak mendapatkan nafkah masa iddah.20 
Relevansi yang diperoleh dari pengalaman di Mesir ini adalah, 
antara Indonesia dan ketiga negara ini terdapat kesamaan, yaitu memiliki 
jumlah penduduk muslim yang cukup besar dan sebagian masyarakatnya 
mempraktikkan perceraian. Termasuk dalam hal ini kasus di Lombok, 
istri yang diceraikan selain tidak dapat menuntut dispensasi atas 
perceraian adat ini, juga tidak mungkin menuntut keadilan melalui jalur 
hukum. Di sisi lain, persepsi masyarakat tentang keabsahan perceraian 
menjadi sulit diubah karena berdasarkan subtansi hukum berkontribusi 
terhadap masihnya eksistensi perceraian adat di Dusun Tawun.  
Malpraktik administrasi pernikahan dan perceraian dari elemen 
struktur hukum adalah malpraktik disebut dengan sejenis aparat 
pemerintah yang melakukan layanan secara langsung maupun tidak 
langsung mengukuhkan eksistensi perceraian adat, antara lain kepala 
dusun, kepala desa dan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan 
Agama, yang sering berperan menjadi saksi perceraian adat bersama 
tokoh agama (kiai).  
Secara langsung, praktik kepala dusun memberikan atau 
memfasilitasi segala keperluan yang dibutuhkan oleh suami yang 
meminta mentalak istrinya selain dari memberikan kesaksian dan juga 
memberikan tanda tangan, tetapi juga hampir selalu membubuhkan 
stempel resmi dudun pada surat pernyataan talak. Apabila suami tidak 
mampu membuat surat sendiri, kepala dusun juga bisa memfasilitasi 
pembuatan surat pernyataan talak dan menyediakan blanko dan materai. 
Dengan adanya materai dan tanda tangan dan stempel dari dua 
aparat pemerintahan yang sering menimbulkan kepahaman bahwa surat 
pernyataan talak tersebut adalah dokumen resmi yang berkekuatan 
hukum. Pemahaman seperti ini bertentangan dengan Undang-Undang 
Perkawinan yang menyatakan bahwa talak di luar pengadilan tidak 
diakui keabsahannya. Melalui bantuan dari kepala desa ini terkadang 
harus membantu dengan alasan supaya memudahkan agar bisa nikah 
lagi. Dari pengakuan dan alasan yang diterima dari masyarakat di Dusun 
Tawun, namun juga sebagian masyarakat tidak setuju dengan cara kepala 
                                                 
20 Dawound S EI Alami, “Law No. 100 of 1985 Amending Certain Provision 
of Egypt’s Personal Status Laws”, Islamic Law and Society Journnal, Vol. 1, No. 1 
Tahun1994, 120. 
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desa mereka yang mempermudah apalagi berkaitan dengan suami yang 
ingin menikah lagi.  
Namun berbeda lagi dengan pernyataan dari pihak Kepala KUA 
yang menyatakan bahwa: 
“yang pentingkan bukan KTP-nya tapi NIK-nya, KTP kan 
sudah diganti oleh NA, isinya sama”.21 “yang penting secara 
syar’i dia bisa dianggap sudah cerai, ada surat yang membuktikan 
walaupun hanya dari tingkat desa. Tapi kita percaya itu sah 
karena talak adalah hak laki-laki, kalau sudah diucapkan ya sudah 
putus, sah”22 
Menurut hemat peneliti, bahwa kompori persyaratan 
pendaftaran nikah oleh kepala desa yang diterima oleh KUA 
dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban pemerintah 
untuk menginformasikan atauran yang sebenarnya harus dilaksanakan 
sesuai aturan. Di sisi lain, kompromi kebijakan seperti ini dapat diartikan 
sebagai pembiaran pemerintah terhadap masyarakat untuk tidak 
mematuhi atau mengikuti atauran yang sudah ada. Akibat dari 
kompromi ini banyak masyarakat yang memahami bahwa perceraian 
adat yang mereka praktikkan sebagai kebiasaan yang diulang-ulang. Hal 
ini juga turut melanggengkan perceraian adat, juga mengakibatkan 
keterlibatan administrasi kependudukan. 
Pengaruh pemahaman ajaran agama yang tekstualis dan 
patriarkhis ini, terlihat pada aspek budaya hukum yang dominannya 
pemahaman masyarakat tentang talak sebagai hak laki-laki yang juga ikut 
berkontribusi sebagai penyebab masih eksisnya perceraian adat yang 
terjadi di dusun Tawun ini. Pemahaman seperti ini secara tidak langsung 
mendorong masyarakat memaklumi praktik perceraian adat tanpa 
mensyaratkan adanya proses peradilan. Menurut beberapa narasumber, 
kitab kuning adalah salah satu kitab yang menjadi refrensi utama dalam 
membangun dan mengembangkan pemahaman dan budaya patriarkhi. 
Kitab-kitab ini memiliki kesamaan pandang dalam hal talak, bahwa talak 
merupakan hak laki-laki yang penggunaannya tidak memerlukan 
intervensi atau kontrol dari pihak lain khususnya hakim atau pengadilan. 
Pengajaran seperti ini dan menjadi refrensi-refrensi pada 
umumnya dilakukan dengan metode tekstual, di mana teks yang tertulis 
                                                 
21 Wawancara dengan Kepala KUA Amrul pada tanggal 26 November 2020. 
22 Ibid., 20 November 2020. 
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dipahami sebagai doktrin, kemudian diyakini dengan berbagai rujukan 
yang bisa dijadikan rujukan beragama dalam kehidupan sehari-hari. 
Seperti yang kita ketahui di luar teks seperti konteks sosial budaya, aspek 
historisitas yang melingkupi perumusan teks, nilai-nilai filsafat hukum 
yang terkandung di dalamnya. Seperti yang kita ketahui praktik hukum 
Islam yang sering didengar dan diajarkan dari pendapat hukum Imam 
asy-Syafi’i dan ulama-ulama pengikutnya bahwa bunyi teks adalah 
menegaskan bahwa talak dominan dari laki-laki tanpa harus ada 
keterlibatan pengadilan.  
Maka dari itu, praktik perceraian adat ini dipahami telah sesuai 
dengan hukum Islam. Hukum Islam yang sering sekali diidentikkan 
dengan syari’at. Pemahaman yang bersumber dari kitab-kitab tektual 
fikih klasik yang mendorong penulis memahami bahw, memperbaharui 
penafsiran fikih agar lebih bisa melindungi perempuan dari perceraian 
adat ini. Yang mana, fikih adalah produk pemikiraan manusia yang hadir 
dalam bukan di ruang hampa dan sangat berkaitan dengan konteks 
sosial budaya pada tempat dan waktu tertentu. Sehingga fikih dalam 
rumusan masa lalu terbuka untuk ditafsirkan ulang berdasarkan konteks 
masyarakat saat ini. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
perceraian adat ini yang terjadi di masyarakat Sasak khususnya di Dusun 
Tawun yang masih mempraktikkan perceraian ini, dengan intensitas 
yang tidak sama antar desa. Penelitian ini menemukan berbagai bentuk 
perceraian yang terjadi seperti, suami yang mentalak istrinya di hadapan 
orang lain, suami menyatakan talak lewat alat komunikasi, dan suami 
juga menyatakan talak di hadapan kepala dusun dan kiai yang dianggap 
sebagai otoritas yang terpenting dalam soal masyarakat. Ditinjau dari 
teori sistem hukum, perceraian adat berlangsung disebabkan karena 
masing-masing elemen sistem hukum, yaitu dari subtansi, struktur, dan 
budaya hukum yang memiliki kontribusi untuk melanggengkannya. 
Subtansi hukum yang berkontribusi dengan yang belum mempunyai 
pengaturan hukum perceraian sehingga perceraian adat ini tidak 
menimbulkan hak tertentu yang bisa diklaim oleh istri yang diceraikan. 
Seperti mut’ah atau ganti rugi. Subtansi hukum yang mengatur tentang 
sanksi pidana untuk suami yang menceraikan istrinya secara sepihak 
dengan perceraian adat.  
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Masyarakat Dusun Tawun ini beranggapan bahwa menceraikan 
istri secara adat ini perbuatan yang normal dan tidak bisa dianggap 
melanggar hukum. Sementara melihat dari element struktur hukum, 
aparat pemerintah dari unsur kepala desa, kepala dusun dan petugas 
pencatat nikah yang ikut berkontribusi terhadap masih eksisnya 
perceraian adat yang mana bisa dikatakan mereka ikut 
menyelenggarakan layanan administrasi yang sudah jelas bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan itu sendiri. 
Adapun budaya hukum yang ikut juga berkontribusi terhadap 
keberlangsungan perceraian adat adalah pemahaman masyarakat 
tentang talak yang terus didominasi oleh interrpretasi hukum Islam yang 
klasik dan bersifat tekstual, patriarkhis, dan konservatif, yang mana 
keterlibatan istri dan pengadilan dalam proses tidak bisa dipandang 
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